



Hukum agraria nasional berlaku dengan lahirnya undang-undang nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut
dengan UUPA, yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. UUPA
merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang
berbunyi bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum
salah satunya yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Lebih lanjut ditegaskan pula
dalam pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum, oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah :
“Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hal milik atas
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”
Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut
bahwa pendaftaran atas sebidang tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas
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sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sistem publikasi dalam
pendaftaran tanah di Indonesia tidak menggunakan publikasi positif, tetapi
walaupun demikian tidak dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi
negatif secara murni sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) UUPA .
Latin certification, which was improved and deffused by the French to
large parts of the Meditteranean world, was made compulsory in the Maltese
islands as from 1859, under British, rule yet in an Italian format.1 Intinya bahwa
dasar sertifikasi di negara Latin, yang ditingkatkan dan disebarkan oleh Perancis
ke seluruh dunia bagian laut tengah, di berlakukan wajib di pulau Malta sejak
1859, di bawah naungan Inggris, dengan aturan format Italia.
Pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan harus diwajibkan untuk
melakukan pendaftaran tanah dengan demikian akan memberikan kepastian
hukum.2 Menurut Pitlo dalam ajaran umum Hukum Perdata tentang Pendaftaran,
maka saat dilakukannya pendaftaran tanah  maka hubungan hukum pribadi antara
seseorang dengan benda (dalam hal ini tanah) diumumkan kepada pihak ketiga
atau masyarakat umum, sejak saat itu pulalah pihak ketiga dianggap mengetahui
adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya dengan maksud ia terikat
dan wajib menghormati hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang timbul dari
kepatuhan.3
Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
yang merambah berbagai aspek kehidupan dewasa ini. Manusia tidak bisa lepas
terhindar dan justru sudah menjadi tuntutan akan sebuah kebutuhan yang dulunya
dilakukan secara fisik ternyata menjadi berubah pada dunia maya (cyber space).
Sistem komunikasi baru memiliki tingkat interaktif tanpa harus bertatap muka
atau bertemu secara fisik. kita dapat menikmati dan memanfaatkan teknologi
1 Glena di Marco, “The Maltese ‘Land Regestry Certification System’ : Latin and Anglo-Saxon
Influences. An Innovative approach to the Economic History of English Speaking Nations”,
artikel pada Journal of Maltese History, Vol. 2, 2011, hlm. 53.
2 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 49.
3 Pitlo, Het System Van Het Nederlands Privatrecht, 1986, hlm. 136, dalam Abdurrahman, Beberapa
Aspek Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 90.
informasi dan komunikasi secara elektronik dimana saja dan kapan saja secara
lebih mudah, murah dan efisien. Relevan dan sangat menarik kiranya menyimak
gelombang peradaban manusia dan perkembangan teknologi komunikasi menurut
Alvin Toffler membagi menjadi 3 (tiga) gelombang, yaitu: masyarakat agraris/
pertanian (8000 sebelum masehi-1700 masehi), masyarakat industri (1700-1970),
dan masyarakat informasi (1979-2000).4
Penguasaan dan pemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)
dalam perekonomian yang berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy) di
Indonesia ada beberapa manfaatnya bagi bangsa antara lain :5
a. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan daya saing bangsa
c. Memperkuat kesatuan dan persatuan nasional
d. Mewujudkan pemerintahan yang transparan
e. Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional
Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, jika simbul hukum-hukum
baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah
berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang
sebenarnya telah berubah.6 Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik
beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat
konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan
peranan yang berarti dalam proses pembangunan.7 Kebutuhan terus menerus akan
mengadakan kompromi karena perubahan yang terus menerus terjadi di dalam
4 www.kompasiana.com Gelombang Peradaban Manusia dan Perkembangan Tehnologi Komunikasi,
26 Juni 2015, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016, Jam 08.15.
5 Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 16 November 2013, “Penguasaan, Pemanfaatan dan Pemajuan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Guna Kejayaan Bangsa dalam Rangka Ketahanan
Nasional”. hlm.2
6 Suyanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap
Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat”, FH, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Jurnal Ilmiah Widya, Vol. I Nomor 1, Mei-Juni 2013, hlm. 3
7 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),
Alumni, Bandung, 2002, hlm. 1.
masyarakat senantiasa menuntut supaya diadakan penyesuaian kembali, setidak-
tidaknya bagian yang kecil-kecil dari ketertiban sosial.8
Legitimasi dari kekuasaan pemerintah dalam masyarakat jaman abad-abad
dahulu tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Dalam jaman Romawi tugas
pemerintah diletakkan di atas undang-undang (solus publica supreme lex).9
Perbuatan-perbuatan/ transaksi di dunia maya dikehendaki adanya kepastian
hukum, perlindungan hukum, serta tercapainya keadilan.10Syarat hubungan
kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi.11 Pembentuk
undang-undang telah merespon dan menjawab perkembangan teknologi informasi
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.
Pelaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahandibantu oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT dan Pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP 24/2016, dimana
Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah dilaksanakan oleh
PPAT dengan membuat akta (tugas pokok PPAT).
Pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan sistem yang
sudah melembagakan sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan pendaftaran
8 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohamad
Radjab, Bhratara, Jakarta, 1989, hlm. 3
9 Indroharto, Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata , LPP-HAN,
Jakarta 1995, hlm. 7. (selanjutnya disebut Indroharto-1)
10 Supanto, “Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Layanan Hukum Notaris : cyber notary dan
Pertanggungjawabannya”, makalah disampaikan dalam Acara Seminar Nasional, Cyber Notary
Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dan Hukum Pembuktian, FH
Magister Kenotariatan UNS, Surakarta, 06 Juni 2015, hlm. 1.
11 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau
Electronic Notary, Edisi kedua, Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.
selama ini. Permohonan dari seseorang atau badan, diproses sampai dikeluarkan
bukti haknya (Sertipikat) dan dipelihara data pendaftarannya dalam buku tanah.12
Inovasi atau hasil pengembangan dalam rangka reformasi birokrasi di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia untuk mewujudkan komitmen peningkatan pelayanan pertanahan
kepada masyarakat, dalam rangka modernisasi sistem dan budaya pertanahan di
Indonesia. Pada Hari Ulang Tahun Agraria Nasional ke-54 layanan publik yang
transparan dan akuntabel yang dapat diakses. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia resmikan layanan online kantor pertanahan (Loket) dan
PERMATA (Pendaftaran Mandiri Akta Tanah) selanjutnya disebut PERMATA
pada 24 September 2014.13 Pengertian online adalah (dalam jaringan/ online)
yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata
(tema/ sub tema).14 Ciri khas dari hukum publik adalah turut campurnya atau
kepeduliannya pemerintah dalam suatu segi kehidupan dalam masyarakat.15
PERMATA telah menjadi program nasional (Prognas) Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atau disingkat dan disebut
Kementerian ATR/ BPN dalam rangka program percepatan pelayanan sekaligus
mengurangi tingkat kebocoran. Dengan mengoptimalkan Teknologi Informasi
(TI) yang sudah ada melalui Komputer Kantor Pertanahan selanjutnya disebut
KKP, yangwebsitenya telah ada dengan berkoordinasi dan perdampingan dari
pusat data dan informasi BPN Republik Indonesia. Berkaitan dengan Good
Governance, Miftah Thoha dalam I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
berpendapat, sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa,
12 Yamin Lubis dan Rahim Lubis  dalam Arfianti, “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri
Nomor : 156/K/TUN/2005/MKS Bagi Sertifikat Hak Milik Ganda”, Jurnal Repertorium Volume
III No. 1 Januari – Juni 2016, hlm. 149.
13 Layanan Online Kantor Pertanahan (LOKET) dan Pelayanan Mandiri Akta Tanah (PERMATA)
Diresmikan, dalamwww.bpn.go.id, 24 Sept 2014 diakses tanggal 15 November 2015 jam 06.30.
14kkbi.web.id.arti kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online, diakses tanggal 1 Juni 2016,
jam 14.00.
15Indroharto-1, Op.Cit, hlm. 15.
transparan dan bertanggung jawab.16 Konsep negara kesejahteraan (Welfare State)
adalah negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan
pelayanan sosial dalam memberikan standar hidup minimum bagi setiap warga
negaranya.17 Negara hukum sering diterjemahkan Rechtstaats atau The Rule of
Law.18
Tujuan utamanya adalah pelaksanaan layanan untuk mengurangi kepadatan
antrian dan lamanya pelayanan khususnya yang terkait akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dengan mengikutsertakan PPAT berperan aktif dengan
melaksanakan pendaftaran online. Layanan online dimaksud adalah layanan
online antara masing-masing kantor pertanahan di kabupaten/ kota dengan
memenuhi informasi teknologi elektronik. Pemohon terlebih dahulu menyerahkan
data-data sehingga sebelum menyerahkan berkas sudah ada koreksi dari petugas
dan bila ada kurang dari petugas BPN dapat langsung di lengkapi. Berdasarkan
tugas Jabatan PPAT tujuan kebijakan PERMATA yang baik justru bertentangan
peraturan yang sudah ada dan tugas pokok jabatan PPAT tersebut, kecuali itu
kewajiban pendaftaran  adalah pemegang hak atau yang berkepentingan dan dapat
dikuasakan pada siapapun (subyek hukum) selama memenuhi syarat/ cakap
hukum.
Hal berbeda dari PERMATA pembayaran Penerima Negara Bukan Pajak
selanjutnya disebut PNBP yang dapat dilakukan secara online dengan Aplikasi
Sistem Informasi PNBP Online selanjutnya disebut SIMPONI. Oleh Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Dasar/ payung hukum dengan
peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem
Penerimaan Negara secara Elektronik. Disahkan pada 10 Februari 2014 meliputi
16 Miftah Thoha dalam I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,  “Urgensi Peraturan Daerah
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dalam Rangka Penguatan Fungsi Lingkungan
Hidup dan Good Governance”, Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM, Nomor 2, Vol. 20, April
2013, hlm. 264.
17 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahardjo, Mimpi Negara Keseejahteraan, Perkumpulan Prakarsa
LP 3E, Jakarta, 2002, hlm. XV.
18 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum Di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30
(Pajak, Bea Cukai dan PNBP), kemudian selaku biller PNBP, yang mengelola
PNBP dan penerimaan non anggaran menerbitkan Perdirjen (Peraturan Direktorat
Jenderal) anggaran Nomor Per-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/
Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran secara elektronik.19
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan berbagai permasalahan dalam
uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan
lebih lanjut dalam bentuk tesis berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara
Online Akta Yang Dibuat Oleh PPAT Di Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonogiri Dan Solusinya”.
19KemenkeuTerbitkan      Payung      Hukum     Pembayaran     PNBP     Secara   Online, dalam
www.Anggaran.depkeu.go.id diakses pada tanggal 15 November 2015 jam 06.50.
